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 IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
 NO 8 TAHUN 2005TENTANG KETERTIBAN, KEBERSIHAN, DAN
 KEINDAHAN LINGKUNGAN
 (Studi di Kelurahan Kampung Bugis)
 Oleh
 Mega Novia Sari
 Abstrak
 Kota Tanjungpinang sebagai salah satu daerah otonom di Provinsi
 Kepulauan Riau dapat dikatakan sebagai daerah yang sukses menyelenggarakan
 kebersihan liingkungan. Hal ini tergambarkan dari penghargaan piala adipura
 yang diterima oleh Kota Tanjungpinang. Dengan perolehan piala adipura tersebut
 maka dapat kita simpulkan bahwa Kota Tanjungpinang merupakan kota yang
 memiliki lingkungan yang bersih. Namun ternyata, kenyataaan di lapangan
 menunjukkan hal yang sedikit bertolak belakang dengan penghargaan piala
 adipura yang diterima. Tidak semua wilayah di Kota Tanjungpinang dapat
 dikatakan bersih, di wilayah pusat kota dan jalan-jalan protokol memang dapat
 dikatakan bersih, namun tidak untuk lingkungan masyarakat yang salah satunya
 adalah Kelurahan Kampung Bugis. Di Kelurahan Kampung Bugis terlihat masih
 banyak sampah yang berserakan terutama di daerah pemukiman penduduk yang
 tinggal di wilayah pesisir. Hal ini tentu tidak terlepas dari Implementasi Perda
 Kota Tanjungpinang No 8 Tahun 2005 Tentang Ketertiban, Kebersihan, dan
 Keindahan Lingkungan. Jika Perda tersebut terimplementasi seluruhnya dengan
 baik, pasti masalah sampah yang berserakan di pemukiman penduduk tersebut
 tidak akan terjadi. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian
 ini bertujuan untuk mengetahu bagaimana implementasi Perda Kota
 Tanjungpinang No 8 Tahun 2005 tersebut serta faktor-faktor yang
 mempengaruhinya.. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan ditemukan bahwa
 tidak semua pasal dalam perda tersebut (khususnya pada bab iii tentang
 kebersihan) terimplementasi dengan baik, bahkan ada juga yang belum
 terimplementasi. Lebih lanjut juga ditemukan bahwa tidak terimplementasi
 dengan baik dan belum terimplementasinya sebagian pasal pada perda tersebut
 dipengaruhi oleh karakteristik masalah kebijakan, karakteristik kebijakan, dan
 lingkungan kebijakan.
 Kata Kunci : Kebijakan, Peraturan Daerah, Implementasi
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 The Implementation of Territory Regulation of Tanjungpinang City
 No.8 / 2005
 Regarding Orderliness, Cleanliness and Beauty of Environment
 ( A Study In Kampung Bugis District)
 By
 Mega Novia Sari
 Abstrack
 Tanjungpinang city is as an autonomy territory of Riau Archipelago
 Province that can be stated as a successful territory which carries out the
 cleanliness of environtment which it can be reflected on Adipura appreciation
 which is obtained by Tanjungpinang city. By getting Adipura appreciation, it can
 be defined that Tanjungpinang city has a clean environtment. But the fact, it is
 opposite of Adipura which is obtained. It means that not all the territories can be
 stated as clean environtment, meanwhile, there is still a society environtment in
 Kampung Bugis district where the rubbish is scattered especially, society housing
 around coastel district. This case is contradiction from the implementation of
 territory regulation of Tanjungpinang city No.8 2005 which involves orderliness,
 cleanliness and beauty of environtment. If above territoty regulation can be
 implemented well, the case of scattered rubbish around society housing will not
 be happened. This research used qualitative method. Based on the results of the
 research on the field, it was found that not all of the sections on above territory
 regulation ( especially on chapter iii about cleanliness) are implemented well,
 eventhough some are not still implemented yet. Furthermore, the cases of
 characteristic, policy and environtment policy still influence the implementation
 of that territory regulation.
 Key words: Policy, Territory Regulation, Implementation
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 A. Latar Belakang
 Kebersihan lingkungan merupakan salah satu tolak ukur kualitas
 kelayakan hidup masyarakat. Masyarakat yang sudah mulai mementingkan
 kebersihan lingkungan dapat dipandang sebagai masyarakat yang memiliki
 kualitas hidup yang lebih layak. dibandingkan masyarakat yang belum terlalu
 memperhatikan kebersihan lingkungan.
 Salah satu aspek yang dapat dijadikan indikator kebersihan lingkungan
 adalah sampah. Bersih atau tidaknya suatu lingkungan dapat dinilai melalui
 tindakan-tindakan masyarakat dalam mengelola dan menanggulangi sampah yang
 mereka hasilkan.
 Di daerah perkotaan masalah kebersihan lingkungan yang diakibatkan oleh
 sampah menjadi cukup kompleks. Hal ini dikarenakan lajunya pertumbuhan
 pembangunan di perkotaan sehingga mempengaruhi penduduk untuk melakukan
 urbanisasi. Dengan meningkatnya urbanisasi maka jumlah penduduk di perkotaan
 akan semakin meningkat serta pemukiman juga akan semakin padat. Konsekuensi
 dari peningkatan tersebut adalah meningkatnya produksi sampah di perkotaan
 yang akhirnya akan bereakibat terhadap kebersihan lingkungan.
 Sampah yang tidak ditangani dengan baik, sudah barang tentu akan
 berdampak terhadap kebersihan lingkungan yang kemudian juga akan berimbas
 terhadap kesehatan lingkungan. Oleh karena itu dalam hal ini peran pemerintah
 sangat diperlukan dalam menangani masalah sampah agar terciptanya kebersihan
 dan kesehatan lingkungan.
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 Dalam rangka meningkatkan pelayanan kebersihan kepada masyarakat,
 pemerintah telah mengeluarkan kebijakan berupa Undang-Undang Nomor 32
 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup..
 Dikeluarkannya Undang-undang tersebut diharapkan mampu mengatasi masalah
 kebersihan lingkungan yang diakibatkan oleh sampah, namun sampai saat ini
 masalah kebersihan lingkungan yang diakibatkan oleh sampah masih saja terjadi.
 Di era otonomi daerah seperti saat ini, penanganan masalah kebersihan
 lingkungan, tentu saja tidak hanya menjadi kewajiban pemerintah pusat. Karena
 dengan adanya otonomi daerah, daerah-daerah di Indonesia juga memiliki
 kewenangan dan tanggung jawab dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya
 sendiri termasuk dalam hal penanganan masalah kebersihan lingkungan.
 Kota Tanjungpinang merupakan salah satu daerah otonom di Indonesia
 yang merupakan bagian dari Provinsi Kepulauan Riau yang menjalankan otonomi
 daerah. Oleh karena itu Pemerintah Kota Tanjungpinang memiliki wewenang dan
 tanggung jawab untuk mengelola daerahnya sendiri, termasuk dalam hal
 menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat yang dari sampah..
 Sebagai daerah perkotaan, Kota Tanjungpinang juga mengalami masalah
 seperti yang dialami oleh kota-kota lainnya di Indonesia, yaitu masalah kebersihan
 lingkungan yang diakibatkan oleh sampah. Hal ini disebabkan karena Kota
 Tanjungpinang memiliki jumlah penduduk yang cukup besar serta moblitas dan
 aktivitas penduduk yang cukup tinggi. Akibat dari aktivitas dan mobilitas tersebut
 sudah tentu saja diikuti dengan banyaknya sampah yang dihasilkan dan jika tidak
 dikelola dengan baik akan berdampak terhadap kebersihan lingkungan.
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 Dalam hal mewujudkan kebersihan lingkungan, di satu sisi Kota
 Tanjungpinang bisa dikatakan cukup sukses. Hal ini ditandai dengan diperolehnya
 Adipura sebanyak sebelas kali. Adipura merupakan bentuk apresiasi penghargaan
 dari pemerintah pusat melalui program kementrian lingkungan hidup kepada
 kabupaten/kota yang berwawasan lingkungan. Berdasarkan Peraturan Menteri
 Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia No 07 Tahun 2011 Tentang
 Pedoman Pelaksanaan Adipura, salah satu indicator penilaian adipura adalah
 kebersihan dan keteduhan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Kota
 Tanjungpinang merupakan kota yang bersih dan teduh.
 Penghargaan Adipura yang didapatkan oleh Kota Tanjungpinang bukanlah
 tanpa kerja keras dari pemerintah daerah. Hal tersebut dapat dicapai sudah barang
 tentu karena adanya keseriusan Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam mengelola
 kebersihan lingkungan. Keseriusan ditandai dengan diterbitkannya Peraturan
 Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Ketertiban,
 Kebersihan, dan Keindahan Lingkungan. Keseriusan Pemerintah Kota
 Tanjungpinang tentu saja tidak hanya sebatas mengeluarkan perda tersebut, tetapi
 sudah barang tentu juga mengupayakan implementasinya secara optimal.
 Namun demikian, di sisi lain terdapat fakta yang sedikit bertolak belakang
 dengan penghargaan Adipura yang pernah diterima. Seharusnya dengan
 penghargaan Adipura tersebut mampu mencerminkan Kota Tajungpinang yang
 bersih, namun sayangnya tidak seluruh wilayah di Kota Tanjungpinang dapat
 dikatakan bersih. Di wilayah pusat kota dan pusat keramaian di Kota
 Tanjungpinang memang tergolong bersih, tetapi ada juga wilayah-wilayah di kota
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 Tanjungpinang yang masih kotor oleh sampah-sampah yang justru jauh dari
 cerminan penghargaan Adipura tersebut. Salah satu wilayah Kota Tanjungpinang
 yang masih kotor tersebut adalah Kelurahan Kampung Bugis.
 Permasalahan kebersihan lingkungan yang diakibatkan oleh sampah di
 Kelurahan Kampung Bugis ini tentu saja tidak terlepas dari Implementasi Perda
 Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Ketertiban, Kebersihan, Dan Keindahan
 Lingkungan. Penulis berasumsi bahwa Perda tersebut belum terimplementasi
 secara optimal dan merata. Jika perda tersebut telah terimplementasi secara
 optimal dan merata tentu saja masalah kebersihan lingkungan berupa pencemaran
 sampah tidak akan terjadi karena di dalam perda tersebut telah diatur mengenai
 penyelenggaraan kebersihan lingkungan dan pencegahan tindakan mengotori
 lingkungan.
 Dari permasalahan-permasalahan yang dikemukakan tersebut, maka
 penelitian ini mengambil judul : Implementasi Perda Kota Tanjungpinang
 Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan
 Lingkungan (Studi di Kelurahan Kampung Bugis).
 B. Perumusan Masalah
 Berdasarkan latar belakang dan uraian masalah di atas, maka rumusan
 masalah dalam penelitian ini adalah : “Bagaimana Implementasi Perda Kota
 Tanjungpinang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Ketertiban, Kebersihan, dan
 Keindahan Lingkungan di Kelurahan Kampung Bugis” ?
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 Dalam penelitian ini, penulis membatasi masalah penelitian pada Bab III
 tentang kebersihan dan lokasi penelitian juga penulis fokuskan pada RW 01 dan
 RW 06 Kelurahan Kampung Bugis.
 C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
 1. Tujuan Penelitian
 Tujuan dari penelitian ini adalah :
 a. Untuk mengetahui Bagaimana Bagaimana Implementasi Perda Kota
 Tanjungpinang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Ketertiban, Kebersihan,
 dan Keindahan Lingkungan di Kelurahan Kampung Bugis.
 b. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi
 Implementasi Perda Kota Tanjungpinang Nomor 8 Tahun 2005
 Tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan Lingkungan di
 Kelurahan Kampung Bugis.
 2. Kegunaan Penelitian
 Penelitian ini diharapkan berguna untuk :
 a. Kegunaan Akademik
 Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan
 sumbangan pengetahuan bagi disiplin Ilmu Pemerintahan khususnya
 dalam hal Implemntasi Kebijakan.
 b. Kegunaan Praktis
 Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan
 pemikran serta dapat dijadikan dasar bagi pemerintah Kota
 Tanjungpinang dalam mengimplementasikan Perda Nomor 8 Tahun
 2005 Tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan Lingkungan.
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 D. Metode Penelitian
 Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut
 Sugiyono1 metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan
 untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah
 eksperimen) di mana penulis adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan
 data dilakukan secara trianggulasi (gabungan), analisis bersifat induktif, dan hasil
 penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna dari pada generalisasi.
 Metode penelitian kualitatif lebih dapat menyesuaikan diri dengan
 banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi2.
 Jadi, penelitian kualitatif lebih bisa menginterpretasi data yang didapat dilapangan
 dengan menyesuaikan dan menghubungkan kepada permasalahan yang ada, tanpa
 direkayasa, dikarenakan penelitian kualitatif lebih banyak mementingkan proses
 dari pada hasil. Hal ini disebabkan oleh hubungan-hubungan bagian-bagian yang
 sedang diteliti akan jauh lebih jelas apabila diamati dalam proses.
 Menurut Bogdan dan Biklen3, Pendekatan kualitatif pada penelitian
 mempunyai ciri-ciri antara lain mempunyai setting yang aktual, penulis adalah
 instrumen kunci, data biasanya bersifat deskriptif, menekankan kepada proses,
 analisis datanya bersifat induktif, dan meaning (pemaknaan) tiap even adalah
 merupakan perhatian yang esensial dalam penelitian kualitatif.
 1 Sugiyono, Memahami Metode Penelitian kualitatif, Alfabeta, Bandung, 2005, hal ; 1
 2 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, PT. Remaja Rosdakarya. Bandung,. 2004
 hal ; 5. 3 Bogdan dan Biklen. dalam Ibid. Hal ; 9.
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 Sementara itu metode penelitian kuantitatif menurut Khasan Effendy4
 merupakan penelitian yang menjadikan teori sebagai bingkai kerja dari
 keseluruhan penelitian. Tujuan penelitian kuantitatif lebih kepada mengajukan
 verifikasi terhadap suatu teori daripada mengembangkannya.
 Pendekatakan kualitatif dapat didefinisikan sebagai prosedur penelitian
 yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-
 orang dan perilaku yang dapat diamati 5
 .
 Sejalan dengan penjelasan di atas, dalam penelitian ini jenis penelitian
 kualitatif digunakan untuk menganalisa proses Implementasi Peraturan Daerah
 Kota Tanjungpinang No 8 Tahun 2005 Tentang Ketertiban, Kebersihan, dan
 Keindahan Lingkungan. Dalam hal ini penulis tidak bertujuan untuk
 mengeneralisasikan masalah namun justru bertujuan untuk mencari makna dari
 fenomena implementasi peraturan daerah tersebut.
 E. Lokasi Penelitian
 Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Kampung Bugis, Kecamatan
 Tanjung Pinang Kota.
 F. Landasan Teoritis
 1. Kebijakan Publik
 Istilah kebijakan yang dimaksud dalam buku ini disepadankan dengan kata
 policy yang dibedakan dengan kebijaksanaan (wisdom) maupun kebajikan
 4 Khasan Effendy. Memadukan Metode Kuantitatif Kualitatif. CV. Indra Prahasta. Bandung.
 2010. hal ; 90. 5 Bogdan dan Taylor. dalam ibid. Hal ; 2.
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 (virtues). Budi Winarno6 dan Sholichin Abdul Wahab
 7 sepakat bahwa istilah
 „kebijakan‟ ini penggunaannya sering dipertukarkan dengan istilah-istilah lain
 seperti tujuan (goals), program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan,
 standar, proposal dan grand design. Bagi para policy makers (pembuat kebijakan)
 dan orang-orang yang menggeluti kebijakan, penggunaan istilah-istilah tersebut
 tidak menimbulkan masalah, tetapi bagi orang di luar struktur pengambilan
 kebijakan tersebut mungkin akan membingungkan.
 Harol Laswell dan Abraham Kaplan mendefinisikan kebijakan publik
 sebagai suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu, nilai-
 nilai tertentu dan praktik-praktik tertentu.8
 Carl I. Fredrick mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian
 tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu
 lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada. Kebijakan yang
 diusulkan tersebut ditujukan untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi
 hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan terentu9
 Steven A. Paterson mendefinisikan kebijakan publik sebagai “Government
 action to address some problem”10
 yang dapat kita artikan sebagian perbuatan
 pemerintah untuk mengatasi beberapa masalah.
 James E. Anderson mendefinisikan kebijakan publik sebagai kebijakan
 yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah.11
 6 Budi Winarno, Teori dan Proses Kebijakan Publik, Media Press Yogyakarta, 2005, Hal ; 53.
 7 Solichin Abdul Wahab, Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi
 Kebijaksanaan Negara, Bumi Aksara, Jakarta, 2004 hal ; 1-2. 8 Dalam Riant Nugroho, Pulic Policy, Pt. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2011, hal ; 93 .
 9 Ibid
 10 Ibid

Page 13
                        

13
 Dari beberapa pengertian para ahli, Riant Nugroho menyimpulkan
 kebijakan adalah setiap keputusan yang dibuat oleh Negara, sebagai strategi untuk
 meralisasikan tujuan dari Negara. Kebijakan publik adalah sebuah strategi untuk
 mengantar masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi,
 untuk menuju masyarakat yang dicita-citakan.12
 Pada dasarnya terdapat banyak batasan atau definisi mengenai apa yang
 dimaksud dengan kebijakan (policy). Setiap definisi tersebut memberi penekanan
 yang berbeda-beda. Perbedaan ini timbul karena setiap ahli mempunyai latar
 belakang yang berbeda-beda pula.
 Sementara itu berkenaan dengan penelitian ini penulis menyimpulkan
 kebijakan publik sebagai kebijakan ataupun keputusan yang ditetapkan atau
 dikeluarkan oleh badan-badan atau aparat pemerintah dengan tujuan untuk
 menyelesaikan masalah-masalah tertentu. Di mana dalaam penelitian ini,
 kebijakan atau keputusan yang ditetapkan atau dikeluarkan oleh badan atau aparat
 pemerintah adalah dalam bentuk kebijakan atau keputusan tertulis yaitu berupa
 Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang No 8 Tahun 2005 Tentang Ketertiban,
 Kebersihan, dan Keindahan Lingkungan yang tentunya bertujuan untuk
 mewujudkan Kota Tanjungpinang sebagai kota yang Tertib, Bersih, dan Indah..
 2. Jenis-jenis Kebijakan Publik
 Menururt Riant Nugroho13
 , terdapat 3 jenis pembagian kebijakan publik.
 Ke tiga Jenis tersbut adalah :
 11
 Dalam AG. Subarsono. Op.Cit, Hal ; 2. 12
 Ibid hal 96 13
 Ibid, hal 145-150
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 Pertama adalah pembagian kebijakan publik yang dijabarkan dalam
 makna kebijakan publik itu, yaitu hal-hal yang diputuskan pemerintah untuk
 dikerjakan atau dibiarkan. Pemerintah memutuskan untuk memasuki usaha-usaha
 ekonomi persenjataan, perpupukan, penerbangan, namun tidak memilih usaha
 ekonomi lain yang bersifat besar dan menghasilkan laba besar seperti consumer
 goods, industry pulp & Paper, dan minyak goreng. Kedua pilihan tersebut
 merupakan kebijakan publik yang diputuskan oleh pemerintah.
 Kedua adalah pembagian kebijakan publik berdasarkan bentuknya.
 Kebijakan publik dalam arti luas dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu
 kebijakan dalam bentuk peratutran-peraturan pemerintah yan tertulis dalam
 bentuk peraturan perundangan dan peraturan-peraturan yang tidak tertulis namun
 disepakati yang disebut konvensi-konvensi. Kebijakan publik dalam artian
 peraturan perundang-undangan mempunyai sejumlah bentuk, hal ini dapat kita
 cermati dari sisi siapa yang membuat kebijakan publik tersebut, di Indonesia
 terdapat tiga bentuk kebijakan dilihat dari sisi siapa yang membuatnya. Yaitu
 kebijakan yang dibuat oleh legislative, eksekutif, dan legislative bersama
 eksekutif.
 Ke tiga adalah pembagain kebijakan publik berdasarkan karakter
 kebijakan publik. (yang sebenarnya merupakan bagian dari kebijakan publik
 tertulis formal) dalam hal ini, kebijakan publik dibagi menjadi dua, yaitu :
 a. Reguatif versus deregulatif, atau restriktif versus non restriktif
 Kebijakan jenis ini adalah kebijakan yang menetapkan hal-hal yang
 dibatasi dan hal-hal yang dibebaskan dari pembatasan-pembatasan.
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 Sebagian besar kebijakan publik berkenaan dengan hal-hal yang
 regulatif/restriktif dan deregulatif/ non-restriktif.
 b. Alokatif versus distributif/redsitrtibutif.
 Kebijakan jenis ini biasanya merupakan kebijakan yang berkenaan
 dengan anggaran atau keuangan publik
 Dilihat dari karakter kebijakan, Perda Kota Tanjungpinang No 8 Tahun
 2005 Tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan Lingkungan tergolong ke
 dalam jenis Reguatif versus deregulatif, atau restriktif versus non restriktif.
 Karena Perda tersebut mengatur tentang batasan-batasan mengenai Ketertiban,
 Kebersihan, dan Keindahan Lingkungan di Kota Tanjungpinang.
 3. Hirarki Kebijakan Publik
 Di Indonesia awalnya hirarki kebijakan publik diatur di dalam Undang-
 undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
 undangan yang seacara eksplisit disebutkan pada pasal 7 dengan hirarki sebagai
 berikut :
 a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 b. Undang-undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
 c. Peraturan Pemerintah
 d. Peraturan Presiden
 e. Peraturan Daerah
 Namun undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tersebut kemudian direvisi
 menjadi Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
 Perundang-undangan sehingga hirarki kebijakan publiknya menjadi berubah.
 Adapaun hirarki kebijakan publik menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun
 2011 tersebut adalah:
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 a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 b. Ketatapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
 c. Undang-undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
 d. Peraturan Pemerintah
 e. Peraturan Presiden
 f. Peraturan Daerah Provinsi
 g. Peraturan Daerah Kabupaten / Kota
 Dilihat dari hirarkinya, rentetan kebijakan publik sangat banyak, namun
 secara sederhana dapat kita kelompokkan menjadi tiga, yaitu :
 1. Kebijakan Publik yang bersifat makro atau umum, atau mendasar yaitu
 ke tujuh peraturan yang disebutkan pada UU No 12 Tahun 2011 di
 atas.
 2. Kebijakan publik yang bersifat messo atau menengah, atau penjelas
 pelaksanaan. Kabijakan ini dapat berbentuk Peraturan Menteri, Surat
 Edaran Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, Peraturan
 Walikota. Kebijkannya juga dapat berbentuk Surat Keputusan Bersama
 atau SKB antar mentri-mentri, Gubernur, dan Bupati atau Walikota.
 3. Kebijakan Publik yang bersifat mikro, adalah kebijakan yang mengatur
 pelaksanaan atau implementasi kebijakan di atasnya. Bentuk
 kebijakannya dalah peraturan yang dikeluarkan oleh aparat publik di
 bawah Menteri, Gubernur, Bupati, dan Walikota.
 Berdasarkan penjelasan di atas, maka secara hirarki, Perda Kota
 Tanjungpinang No 8 Tahun 2005 Tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan
 Lingkungan tergololng pada hirarki kebijkan yang bersifat makro.
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 4. Implementasi Kebijakan
 Istilah Implementasi berasal dari bahasa inggris, yaitu “ implementation”
 yang berarti pelaksanaan. Implementasi adalah proses untuk memastikan
 terlaksananya suatu kebijakan dan tercapainya kebijakan tersebut14
 Dalam Kamus Webster terdapat rumusan implementasi sebagai ‘to
 implement’ (mengimplementasikan) yang berati “ to provide the means for
 carrying out “. Apabila pengertian ini dipakai maka dapat dikatakan bahwa
 implementasi kebijakan sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan
 (biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan dan
 sebagainya).15
 Dalam derajat lain Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier mendefenisikan
 Implementasi Kebijakan sebagai :
 “Pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk
 undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau
 keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan
 peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengindentifikasikan masalah
 yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang
 ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur
 proses implementasinya”16
 Ndraha berpendapat bahwa : “ Konsep Implementasi kebijakan lebih luas
 ketimbang sekedar konsep pelaksanaan.”17
 Dalam konsep implementasi kebijakan
 terkandung pengaturan dan pengelolaan lebih lanjut kebijakan (manajemen
 14
 http://kumoro.staff.ugm.ac.id/wp-content/uploads/2008/12/implementasi-dan monitoring
 kebijakan.pdf 15
 Solichin Abdul Wahab, Op.Cit Hal : 50 16
 Leo Agustino, Dasar-Dasar Kebijakan Publik, CV. Alfabeta Bandung. 2008. hlm. 139. 17
 Taliziduhu Ndraha, Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru), Jilid I, Penerbit Rineka Cipta.
 Jakarta. 2003.
 http://kumoro.staff.ugm.ac.id/wp-content/uploads/2008/12/implementasi-dan
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 kebijakan) sedangkan yang dimaksud dengan pelaksanaan kebijakan adalah
 pelaksanaan operasional.
 5. Teori Implementasi Kebijakan Daniel A. Mazmanian dan Paul A.
 Sabatier
 Menurut Mazmanian dan Sabatier18
 ada tiga kelompok variabel yang
 mempengaruhi keberhasilan implemntasi kebijakan yaitu :
 1. Karakteristik dari masalah (Tractability of The Problems)
 2. Karakteristik Kebijakan / Undang-undang (Ability of Statute to
 Structure Implementation)
 3. Variabel Lingkungan (Non Statutory variables Affecting
 Implementation).
 1.Karakteristik Masalah
 Karakteristik masalah yang dimaksud dapat berupa :
 1) Tingkat ksulitan teknis dari masalah yang dihadapi.
 Di satu pihak ada beberapa masalah sosial secara teknis mudah
 dipecahkan.
 2) Tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran.
 Ini berarti bahwa suatu program akan relatif mudah diimplementasikan
 apabila kelompok sasarannya adalah homogen. Sebaliknya, apabila
 kelompok sasarannya heterogen, maka implementasi program akan
 relatif lebih sulit, karena tingkat pemahaman setiap anggota kelompok
 sasaran terhadap program relatif berbeda.
 3) Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi
 Sebuah program akan relatif sulit diimplementasikan apabila
 sasarannya mencakup semua populasi. Sebaliknya sebuah program
 relatif mudah diimplementasikan apabila jumlah kelompok sasarannya
 tidak terlalu besar.
 18
 Dalam AG. Subarsono. Op.Cit. Hal ; 94-96
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 4) Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan.
 Sebuah program yang bertujuan memberikan pengetahuan atau bersifat
 kognitif akan realatif mudah diimplementasikan daripada program yang
 bertujuan untuk mengubah sikap dan prilaku masyarakat.
 2. Karaktersitik Kebijakan
 Karaktersitk kebijakan yang dimaksud dapat berupa :
 1) Kejelasan isi kebijakan.
 Ini berarti semakin jelas dan rinci isi sebuah kebijakan akan mudah
 diimplemetasikan karena implementor mudah memahami dan
 menterjemahkan dalam kenyataan nyata. Sebaliknya,ketidakjelasan isi
 kebijakan merupakan potensi lainnya distorsi dalam implemetasi
 kebijakan.
 2) Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis.
 Kebijakan yang memiliki dasar teoritiis memiliki sifat lebih mantap
 karena sudah teruji, walaupun untuk beberapa lingkungan sosial
 tertentu perlu ada modifikasi
 3) Besarnya alokasi sumberdaya finansial untuk kebijakan tersebut.
 Sumber daya keuangan adalah faktor krusial untuk setiap program
 sosial. Setiap program juga memerlukan dukungan staff untuk
 melakukan pekerjaan-pekerjaan administrasi dan teknis, serta
 memonitor program, yang semuanya itu perlu biaya.
 4) Seberapa besar keterpautan dan dukungan antar berbagai institusi
 pelaksana.
 Kegagalan program sering disebabkan kurangnya koordinasi vertikal
 dan horizontal antar instansi yang terlibat dalam implemetasi program.
 5) Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana
 6) Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan.
 7) Seberapa luas akses kelompok luar untuk berpartisipasi dalam
 implementasi kebijakan.

Page 20
                        

20
 Suatu program yang memberikan peluang luas bagi masyarakat untuk
 terlibat akan relatif mendapat dukungan daripada program yang tidak
 melibatkan masyarakat. Masyarakat akan merasa terasing atau
 teralienasi apabila hanya menjadi penonton terhadap program yang ada
 di wilayahnya.
 3. Lingkungan Kebijakan
 1) Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi.
 Masyarakat yang sudah terbuka dan terdidik akan relatif mudah
 menerima program-program pembaruan dibanding dengan masyarakat
 yang masih tertutup dan tradisional. Kemajuan teknologi juga akan
 membantu dalam proses implementasi program karena program
 tersebut dapat disosialisasikan dan diimplementasikan dengan
 teknologi modern.
 2) Dukungan publik terhadap kebijakan.
 Kebijakan yang memberikan insentif biasanya mudah dapat
 mendapatkan dukungan publik. Sebaliknya, kebijakan yang bersifar
 dis-insentif akan kurang dapat dukungan publik.
 3) Sikap dari kelompok pemilih
 Kelompok pemilih yang ada di dalam masyaraksat dapat
 mempengaruhi implementasi kebijakan melalui: (1) kelompok pemilih
 dpat melakukan intervensi terhadpa keputusan yang dibuat badan-
 badan pelaksana melalui berbagai komentar untuk mengubah
 keputusan; (2) kelompok pemilih dapat memiliki kemampuan untuk
 mempengaruhi badan-badan pelaksana secara tidak langsung melalui
 kritik yang dipublikasikan terhadap kinerja badan-badan pelaksana,
 dan membuat pernyataan yang ditujukan kepada badan legislatif
 4) Tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementor.
 Pada akhirnya komitmen aparat pelaksana untuk merealisasikan tujuan
 yang telah tertuang dalam kebijakan adalah variabel yang paling
 krusial. Aparat badan pelaksana harus memiliki keterampilan dalam
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 membuat prioritas tujuan dan selanjutnya merealisasilan prioritas
 tujuan tersebut.
 Model Implementasi kebijakan Mazmanian dan Sabatier tersebut lebih jelas
 dapat kita lihat pada bagan berikut ini :
 Model Implementasi Kebijakan Mazmanian dan Sabatier
 Sumber : AG. Subarsono 2009
 Mudah Tidaknya Masalah
 kebijakan :
 1. Kesulitan Teknis
 2. Keseragaman perilaku
 kelompok sasaran
 3. Presentase kelompok sasaran
 dibanding jumlah populasi
 4. Ruang lingkup perubahan
 perilaku yang diinginkan
 Kemampuan kebijakan untuk
 menstrukuturkan proses implementasi
 :
 1. Kejelasan konsistensi tujuan
 2. Digunakannya teori kausal yang
 memadai
 3. Ketepatan alokasi sumberdaya
 4. Keterpaduan hirarki dalam dan di
 antara lembaga pelaksana
 5. Aturan-aturan keputusan dari badan
 pelaksana
 6. Rekrutmen pejabat pelaksana
 7. Akses formal pihak luar
 Variable di luar kebijakan yang
 mempengaruhi proses implementasi :
 1. Kondisi sosio-ekonomi dan teknologi
 2. Dukungan publik
 3. Sikap dan sumber-sumber yang
 dimiliki kelompok pemilih
 4. Dukungan dari pejabat atasan
 5. Komitmen dan keterampilan
 kepemimpinan pejabat-pejabat
 pelaksana
 Tahap-tahap dalam proses implementasi (variabel tergantung)
 Output
 kebijakan dari
 badan pelaksana
 Kepatuhan klp sasaran thdp
 output kebijakan
 Dampak nyata
 output kebijakan
 Dampak output
 kebijakan
 Perbaikan
 mendasar
 dlm UU
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 G. Implementasi Perda Kota Tanjungpinang No 8 Tahun 2005 Tentang
 Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan Lingkungan. (BAB III
 Kebersihan)
 1. Pasal 5
 “Di daerah diselenggarakan pengelolaan kebersihan yang berwawasan
 kelestariaan lingkungan yang serasi dan seimbang”
 Dari Hasil wawancara dengan pihak terkkait dan hasil pengamatan,
 penulis menyimpulkan bahwa pemerintah daerah memang telah melakukakan
 pengelolaan kebersihan lingkungan yang berwawasan lingkungan yang serasi dan
 seimbang.
 Namun dalam implementasinya bisa dikatakan belum optimal, khususnya
 di Kelurahan Kampung Bugis. Hal ini bisa terlihat dari masih banyaknya sampah
 yang mengotori lingkungan kampung bugis terutama di kawasan pesisir. Hal ini
 tentu saja akan berdampak terhadap kelestarian, keserasian dan keseimbangan
 lingkungan. Seharusnya, aturan yang ada dijalankan sebagimana mestinya
 pastinya hal tersebut tidak akan terjadi.
 2. Pasal 6
 a. Ayat 1 “Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pasal 5 bertujuan
 untuk memelihara kelestarian lingkungan dari pencemaran
 yang disebabkan oleh sampah dan limbah”
 Berdasarkan pemahaman penulis terhadap isi dari Perda Kota
 Tanjungpinang No 8 Tahun 2005, perda tersebut memang bertujuan untuk
 menjaga kelestarian lingkungan dari pencemaran sampah dan limbah. Hal ini jelas
 terlihat dari materi muatan dari perda yang banyak mengatur tentang bagaimana
 pengelolaan sampah dan limbah yang dihasilkan oleh masyarakat.
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 Karena secara teori, sampah dan limbah memang dapat menyebabkan
 kerusakan lingkungan dan kerusakan ekosistem yang tentu saja akhirnya akan
 berdampak pada keseimbangan lingkungan, Oleh karena itu Pemerintah Kota
 Tajungpinang di dalam perda ini, mengatur secara serius bagaimana pengelolaan
 sampah dan limbah yang berwawasan lingkungan. Mulai dari tahap awal sampai
 pada tahap akhir.
 b. Ayat 2 “Kegiatan sebagaimana dimaksud pasal 5 dilaksanakan
 secara terpadu oleh pemerintah daerah dan instansi yang ada
 di daerah serta peran serta masyarakat”
 Penyelenggaraan pengelolaan kebersihan di Kota Tajungpinang memang
 dilaksanakan secara terpadu oleh pemerintah Daerah dan Instansi yang ada di
 daerah serta peran serta masyarakat. Hal ini pertama dapat kita lihat dari aturan
 yang dibuat. Dalam aturan tersebut, dalam penyelenggaraan kebersihan tidak
 hanya menjadi tanggung jawab Dinas Tata Kota, Kebersihan, Pertamanan, dan
 Pemakaman saja, namun juga menjadi tanggung jawab instansi yang lain yang ada
 di daerah seperti instansi pengelola pasar dan kelurahan. Bahkan tidak hanya dari
 sisi pemerintah saja, masyarakat pun juga dilibatkan dalam penyelenggaraan
 pengelolaan kebersihan. Yang mana dalam pelaksanaannya dikoordinasikan
 secara terpadu oleh Dinas Tata Kota, Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman.
 3. Pasal 7.
 a. Ayat (1) “Setiap orang atau badan bertanggung jawab atas
 kebersihan”
 b. Ayat (2) “Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
 fasilitas umum dan fasilitas sosial”.
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 Dalam memelihara kebersihan fasilitas umum dan fasilitas sosial di
 Kelurahan Kampung Bugis seperti jalan, Pasar, Mesjid, Lapangan Olahraga,
 Pemakaman, dan lain-lain, menjadi kewajiban setiap orang atau badan. Hal ini
 selain ditegaskan di dalam perda namun juga diimplementasikan di lapangan. Di
 lapangan dapat dilihat bahwa di dalam mengelola kebersihan fasilitas umum dan
 fasilitas sosial tersebut setiap orang selalu dilbatkan. Bentuk kegiatan yang
 dilakukan adalah dalam bentuk gotong royong.
 c. Ayat (3) “penyelenggaraan kebersihan lingkungan dilaksanakan
 melalui koordinasi RT / RW meliputi kegiatan pewadahan
 dan atau pemilahan, penyapuan dan pengumpulan serta
 pemindahan sampah dari lingkungan ke TPS, sesuai
 peraturan perundang-undangan yang berlaku”
 Pelaksanaan kegiatan koordinasi RT dsn RW dilakukan melalui rapat rutin
 kelurahan setiap satu bulan sekali. Namun rapat tersebut hanya sebatas membahas
 mengenai pelaksanaan gotong royong di lingkungan masyarakat yang juga rutin
 dilakukan satu bulan sekali. Sementara untuk kegiatan pewadahan dan atau
 pemilahan, penyapuan dan pengumpulan tidak pernah dibahas dan dilaksanakan.
 d. Ayat (4) “Pemerintah daerah berkewajiban membina
 penyelengggaraan kebersihan lingkungan”
 Pembinaan penyelenggaraan kebersihan lingkungan memang menjadi
 tanggungjawab pemerintah daerah. Pembinaan tersebut dilakukan melalui rapat
 koordinasi terhadap instansi yang terkait dan seluruh lurah yang ada di Kota

Page 25
                        

25
 Tanjungpinang. Kemudian secara teknis dan spesifik di lapangan dilakukan oleh
 pihak kelurahan.
 4. Pasal 8
 Pelaksanaan pengelolaan sampah meliputi :
 a) Pewadahan dan atau pemilahan
 b) Penyapuan dan pengumpulan
 c) Pemindahan
 d) Pengolahan antara
 e) Pengangkatan
 f) Pengolahan Akhir
 Dari 6 kegiatan pengelolaan sampah seperti yang diatur di dalam perda,
 hanya 2 kegiatan yang dilakukan di Kelurahan Kampung Bugis. Yaitu,
 pemindahan sampah dari lingkungan ke TPS dan itupun dilakukan oleh masing-
 masing masyarakat, kemudian pengangkatan dari TPS ke TPA yang dilakukan
 oleh pemerintah daerah melalui petugas kebersihan. Sementara itu untuk kegiatan
 lainnya yaitu pewadahan dan atau pemilahan, penyapuan dan pengumpulan, serta
 pengolahan antara di Kelurahan Kampung Bugis tidak pernah dilakukan.
 5. Pasal 9
 a. Ayat (1) “Pemerintah daerah menyelenggarakan pengelolaan sampah
 meliputi :
 a) Pewadahan dan atau pemilahan
 b) Penyapuan jalan umum
 c) Pengangkutan sampah dari TPS ke TPA
 d) Pengaturan, Penetapan, dan penyediaan TPS dan TPA
 e) Pengolahan dan Pemanfaatan sampah
 Dalam hal penyelenggaraan pengeloaan sampah, seperti yang diatur di
 dalam perda, pemerintah daerah melakukan kegiatan yang meliputi pewadahan
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 dan atau pemilahan, penyapuan jalan umum, pengangkatan sampah dari TPS ke
 TPA, pengaturan, penetapan, dan penyediaan TPS dan TPA, pengelolaan dan
 pemanfaatan sampah.
 Untuk wilayah Kelurahan Kampung Bugis, berkenaan dengan pasal 9
 ayat (1), Pemerintah daerah hanya melaksanaakan tiga dari lima kegiatan yang
 diatur di dalam perda. Ke tiga hal terebut adalah pengangkutan sampah dari TPS
 ke TPA, pengaturan, penetapan, dan penyediaan TPS dan TPA, serta pengelohan
 dan pemanfaatan sampah yang dilakukan di TPA. Sementara itu untuk pewadahan
 dan atau pemilahan serta penyapuan jalan umum di Kelurahan Kampung Bugis
 belum dilaksanakan.
 b. Ayat (2) “atas penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 dikenakan biaya jasa kebersihan berdasarkan ketentuan
 Retribus Persampahan”
 Untuk jasa retribusi persampahan sebagaimana yang diatur dalam Perda
 Tentang Retribusi Daerah, untuk badan usaha ditetapkan sebesar Rp. 130.000, -.
 Namun karena terdapat banyak protes dari pihak badan usaha yang dipungut,
 maka dalam implementasinya yang dipungut adalah Rp. 60.000,-.
 Pengaturan tentang retribusi sampah tersebut yang diatur hanya untuk
 badan usaha. Namun untuk perumahan penduduk tidak diatur secara jelas. Badan
 usaha yang dimaksud disini adalah berupa Toko dan Ruko.
 6. Pasal 10
 “Pemerintah daerah berkewajiban menumbuhkan dan mengembangkan
 kesadaran masyarakat akan tanggungjawab kebersihan lingkungan
 melalui bimbingan dan penyuluhan”
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 Dalam hal menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran masyarakat
 akan tanggung jawab kebersihan lingkungan, pemerintah daerah telah melakukan
 bimbingan dan penyuluhan yang melibatkan setiap kelurahan yang ada di Kota
 Tanjunpinang termasuk Kelurahan Kampung Bugis.
 7. Pasal 11
 a. Ayat (1) “bilamana di suatu tempat tidak terdapat jaringan
 pembuangan kotoran, maka setiap pemilik bangunan wajib
 membangun tangki septik yang memenuhi persyaratan”
 b. Ayat (2) “persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 ditentukan oleh walikota berdasarkan Peraturan
 perundangan yang berlaku”
 Dalam hal pembuangan kotoran, masyarakat kampung bugis yang
 tinggal di wilayah darat yang jauh dari pantai/laut telah membuat tangki septic
 sendiri di tiap-tiap rumah. Namun untuk masyarakat yang tinggal di wilayah
 pesisir pantai / laut mereka tidak lagi membbuat tangki septik, karena mereka
 langsung membuangnya ke laut.
 Sementara itu dalam hal pengaturan pembuatan tangki septik yang
 memenuhi persyaratan yang seharusnya diatur dengan Peraturan Walikota, belum
 dilaksanakan oleh pemerintah daerah. hal ini terbukti dengan belum adanya
 Perwako yang mengatur hal tersebut.
 8. Pasal 12
 a. Ayat (1) “setiap pemilik atau pengguna bangunan diwajibkan
 merawat dan merapikan pohon/tanamannya”

Page 28
                        

28
 b. Ayat (2) “apabila pohon/tanaman dimaksud sebagaimana ayat (2)
 menimbulkan bahaya maka pemilik atau penghuni
 bangunan wajib memotongnya.
 c. Ayat (3) “pemotongan pohon/tumbuhan sebagaimana dimaksud ayat
 (2) terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari pejabat
 yang berwenang”
 Dalam hal perawatan pohon dan kewajiban merapikannya, sudah
 dilakukan oleh masyarakat. Hal ini terlihat dari tidak adanya pohon atau tanaman
 yang merusak pemandangan dan tidak ada juga yang menimbullkan bahaya bagi
 masyarakat lainnya.
 9. Pasal 13
 a. Ayat (1) “setiap pedagang yang menjajakan dagangannya, baik
 dengan cara dijinjing, didorong, dipikul maupun yang
 menetap diwajibkan menyediakan tempat sampah yang
 memadai untuk menampung sampah yang ditimbulkan
 olehnya”
 Setiap pedagang yang menjajakan dagangannya di Kelurahan Kampung
 Bugis, baik itu yang berjualan dengan cara dijinjing, dipikul, menggunakan
 gerobak yang didorong, maupun yang menetap sudah menyediakan tempat
 sampah yang memadai yang dapat menampung sampah yang berasal dari
 dagangannya. Untuk pedagang yang berjualan dengan cara dijinjing, dipikul, dan
 didorong mereka paling tidak sudah menyiapkan kantong plastik untuk
 menampung sampah yang berasal dari dagangan mereka. Sementara untuk yang
 berjualan menetap seperti kedai-kedai kelontong mereka juga telah menyediakan
 tempat sampah di depan kedai mereka.
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 b. Ayat (2) “Setiap orang atau badan yang menguasai suatu komplek
 perumahan, perkantoran, pasar, industri, pusat
 perbelanjaan, tempat pelayanan umum, dan bangunan yang
 sejenis diwajibkan menyediakan lokasi dan wadah sampah
 yang pegelolaannya diatur sesuai dengan ketentuan yang
 berlaku”
 Di Kelurahan Kampung Bugis, untuk perkantoran seperti kantor lurah dan
 tempat pelayanan umum seperti puskesmas sudah melaksanakan kewajiban
 menyediakan lokasi dan wadah sampah yang memadai. Namun untuk pasar yang
 ada di kelurahan kampung bugis walaupun sudah menyediakan lokasi dan wadah
 sampah namun itu belum memadai. Mulai dari tempatnya yang terlalu jauh dan
 wadahnya yang masih sedikit, sehingga masyarakat yang berjualan maupun yang
 berbelanja di pasar tersebut lebih sering membuang sampahnya langsung ke laut,
 karena lokasi pasar yang memang berada di wilayah pesisir.
 10. Pasal 14
 a. Ayat (1) “Setiap orang atau badan yang akan membuang bekas
 perabotan dan atau sisa bangunan, tebangan dan atau
 pangkasan pohon dapat meminta jasa pengangkutan kepada
 instansi atau pejabat berwenang, atau membuangnya
 langsung ke TPA”.
 b. Ayat (2) “Untuk pelayanan jasa dimaksud ayat (1) dikenakan biaya
 jasa pengangkutan sesuai ketentuan yang berlaku”.
 Jika masyarakat ingin membuang sisa bangunan, ataupun tebangan
 pohon, masyarakat dapat menggunakan jasa pengangkutan dari dinas. Untuk jasa
 pengangkutan tersebut, dikenakan biaya jasa pengangkutan yang disesuiakan
 dengan jarak dari lokasi ke TPA.
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 Namun di Kelurahan Kampunng Bugis, belum ada masyarakat yang
 memanfaatkan jasa tersebut. Untuk membuang sisa bangunan ataupun sisa
 tebangan seperti yang dimaksud, masyarakat cenderung menyewa mobil pick up
 atau mobil truck yang menyediakan jasa sewa dan angkutan barang.
 11. Pasal 15 “Setiap kendaraan baik sebagai angkutan penumpang dan
 atau barang yang bergerak di daerah wajib dilengkapi
 wadah sampah / kotoran”.
 Di Kelurahan Kampung Bugis, kendaraan angkutan penumpang maupun
 barang yang banyak beroperasi adalah berupa kapal-kapal penumpang (kapal fery)
 dan kapal-kapal barang yang beroperasi, bergerak, dan berlabuh di kawasan
 peeraiaran laut Kampung Bugis. Kapal-kapal tersebut memang sudah
 menyediakan wadah sampah untuk menampung menampung sampah-sampah
 yang berasal dari penumpang maupun dari sisa-sisa barang bongkar muat, namun
 yang perlu menjadi perhatian adalah pembuangan sampah tersebut, kapal-kapal
 tersebut tidak membuangnya ke TPS melainkan langsung membuangnya ke laut.
 12. Pasal 16 “Setiap perusahaan atau industry yang menghasilkan
 limbah bahan berbahaya dan beracun wajib
 menyediakan prasarana dan sarana pengolah limbah”.
 Di Kelurahan Kampung Bugis tidak terdapat perusahaan yang
 beroperasi yang menghasilkan limbah berbahaya dan beracun. Sehingga dengan
 demikian hal ini tidak menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah.
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 13. Pasal 17
 a. Ayat (1) “Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha
 pengolahan sampah di luar pemerintah daerah wajib
 memiliki izin dari walikota”
 b. Ayat (2) “Tata cara dan syarat-syarat untukk memperoleh izin
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Walikota.
 Di Kelurahan Kampung Bugis tidak ada orang atau badan yang
 menyelenggarakan pengelolaan sampah di luar pemerintah daerah. bahkan orang
 pribadi yang menyediakan jasa pengangkutan sampah dari rumah ke TPS dengan
 menggunakan motor kaisar atau mobil pick up pun tidak ada. Di Kelurahan
 Kampung Bugis masyarakat membuang sampah ke TPS dilakukan secara sendiri-
 sendiri.
 14. Pasal 18
 a. Ayat (1) “Setiap orang atau Badan dilarang :
 a) membuang sampah / kotoran ke jalan, sungai, laut,
 selokan atau secara sembarangan selain pada tempatnya
 b) membuang limbah ke laut, sungai / perairan umum
 tanpa izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
 b. Ayat (2) “Pengaturan lebih lanjut sebagaimana ayat (1) ditetapkan
 Walikota.
 Selain bersifat mengatur, Perda tersebut juga bersifat mencegah atau
 melarang. Yaitu berupa pelarangan pembuangan sampah ke jalan, sungai, laut,
 selokan atau secara sembarangan baik oleh orang ataupun badan.
 Namun larangan yang ada di dalam perda hanya tinggal larangan.
 Masyarakat, baik orang ataupun badan tetap saja membuang sampah sembarangan
 ke laut. hal ini tentu saja disebabkan karena tidak tegasnya pemerintah daerah
 dalam menerapkan aturan terssebut. Padahal bagi yang membuang sampah secara
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 sembarangan dapat dikenakan sanksi, namun hal ini tidak pernah dilakukan.
 Sehingga masyarakat tanapa rasa takut tetap saja membuang sampah sembarangan
 terutama ke laut.
 H. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Perda Kota
 Tanjungpinang No 8 Tahun 2005 Tentang Ketertiban, Kebersihan, dan
 Keindahan Lingkungan. (BAB III Kebersihan)
 1. Karaktersitik Masalah Kebijakan
 a. Tingkat Kesulitan Teknis
 Masalah kebersihan, dapat kita golongkan ke dalam masalah kebijakan
 yang lumayan rumit untuk dipecahkan. Karena masalah ini merupakan masalah
 yang menyangakut perilaku masyarakat yang sulit dirubah dan menyangkut
 keseriusan pemerintah dalam memecahkannya. Selain itu pengelolaan kebersihan
 tidak hanya melibatkan satu pihak saja, namun melibatkan berbagai pihak. Tidak
 hanya dari pihak pemerintah melainkan juga masyarakat.
 Yang menjadi kesulitan teknis dari permaslahan kebersihan di Kelurahan
 Kampung Bugis adalah masalah pengelolaan kebersihan di kawasan peraiaran laut
 dan pesisir yang memerlukan penanganan yang berbeda dengan penanganan
 sampah di darat. Selain itu masalah kebersihan di Kelurahan Kampung Bugis juga
 tidak hanya disebabkan oleh masyarakat setempat, melainkan juga disebabkan
 oleh aktifitas kapal yang berada di peraiaran kampung bugis dan aktifitas pasar
 baru yang berada di depan kawasan pesisir Kelurahan Kampung Bugis.
 b. Tingkat Kemajemukan Dari Kelompok Sasaran.
 Karakter masyarakat Kelurahan Kampung Bugis sebagai kelompok
 sasaran Perda cukup majemuk, baik dilihat dari segi pendidikan, maupun suku
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 bangsa. Masyarakat di Kelurahan Kampung Bugispun tidak hanya warga asli
 melainkan banyak juga yang meruppakan masyarakat pendatang. Sehingga
 dengan kemajemukan ini pemahaman dan persepsi masyarakat terhadap Perda dan
 Tanggungjawabnya terhadap kebersihan menjadi berbeda. Ada yang paham dan
 peduli terhadap Perda dan Tanggungjawabnya terhadap kebersihan lingkungan,
 namun sebagian besar banyak yang tidak paham dan bahkan bersikap apatis
 terhadap tanggungjawabnya.
 c. Proporsi Kelompok Sasaran Terhadap Total Populasi
 Sasaran dari kebijakan (Perda) ini adalah masyarakat Kelurahan Kampung
 Bugis yang berjumlah 9082 jiwa dengan 2551 KK yang menjadi sasarannya.
 Sementara dalam peneltian ini, yang memfokuskan pada wilayah RW 01 dan RW
 06 yang merupakan wilayah pesisir jumlah penduduknya adalah sebanyak 3193
 jiwa dengan 777 KK. Sehingga yang menjadi sasaran adalah seluruh populasi.
 Jika yang menjadi sasaran adalah seluruh masyarakat, maka kelompok sasaran
 dari kebijakan ini cukup besar karena mencakup seluruh populasi.
 d. Cakupan Perubahan Perilaku Yang Diharapkan.
 Perda Kota Tanjungpinang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Ketertiban,
 Kebersihan, dan Keindahan Lingkungan ini merupakan kebijakan yang bertujuan
 untukk merubah perilaku masyarakat. Sehingga relatif sulit dan diperlukan kerja
 keras untuk mengimplementasikannya. Seperti yang kita ketahui dan dapat kita
 lihat bahwa perilaku masyarakat Indonesia Umumnya, dan perilaku masyarakat
 Kota Tanjungpinang dan Perilaku Masyarakat Kelurahan Kampung Bugis
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 khususnya masih sangat tidak peduli terhadap kebersihan lingkungan. Hal ini
 dapat terlihat dari hal terkecil yaitu perilaku membuang sampah sembarangan.
 Jadi jangankan berbicara masalah kegiatan membersihkkan lingkungan, untuk
 menjaga kebersihan linkungan dengan cara tidak membuang sampah sembarangan
 saja sulit untuk dilakukan.
 Hal ini memang sesuai dengan teori, karena berdasarkan teori kebijakan
 yang bersifat untuk merubah perilaku lebih sulit untuk diimplemntasikan
 dibandingkan dengan kebijakan yang hanya bersifat kognitif yang bertujuan
 memberikan pengetahuan.
 2. Karakteristik Kebijakan
 a. Kejelasan Isi Kebijakan
 Semakin jelas dan rinci isi sebuah kebijakan maka akan semakin mudah
 diimplemntasikan. Menurut pengakuan pihak Pemerintah Daerah melaui Dinas
 Tata Kota, Kebersihan, Pertamanan, dan Pemakaman Perda Kota Tanjungpinang
 No 8 Tahun 2005 tersebut sudah cukup jelas.
 Berdasarkan konsep kebijakan publik, Perda dapat digolongkan ke dalam
 kategori kebijakan yang bersifat makro, sehingga hal-hal yang diatur di dalam
 Perda masih bersifat umum. Dengan demikian walaupun Perda tersebut bisa
 dikatakan cukup jelas, namun Perda tersebut masih perlu dijabarkan dalam
 kebijakan yang bersifat Messo yang berbentuk Perwako, dan lebih spesifik lagi
 dijabarkan ke dalam kebijakan yang bersifat Mikro yang berbentuk Keputusan
 Kepala Dinas.
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 Penjabaran ke dalam kebijakan yang lebih spesifik tesebut, dalam konteks
 Perda Kota Tanjungpinang No 8 Tahun 2005 ini belum dilakukan. Hal ini terbukti
 dengan tidak adanya Perwako maupun Keputusan Kepala Dinas yang meruakan
 turunan dari Perda tersebut. Seandainya Perwako dan Keputusan Kepal Dinas
 tersebut ada, maka secara teori Perda tersebut akan semakin mudah untuk
 diimplementasikan karena isinya semakin jelas dan rinci.
 b.Dukungan Teoritis Terhadap Kebijakan
 Kebijakan yang memiliki dukungan teoritis yang sudah teruji akan
 semakin mantap untuk diimplementasikan. Perda Kota Tanjungpinang Nomor 8
 Tahun 2005 tersebut telah memiliki dukungan teoritis yang sudah cuku teruji,
 karena dalam proses perumusannya sudah dilengkapi dengan Nasakah Akademik.
 Namun menurut penulis, alasan teoritis penetapan sanksi denda sebesar Rp.
 50.000.000,- perlu ditinjau kembali, karena faktanya di lapangan hal tersebut tidak
 mungkin untuk diimplementasikan karena tidak sesuai dengan kondisi sosial
 masyarakat. Hal tersebut juga diakui oleh aparat pelaksana bahkan salah satu
 aparat pelaksana tersebut menyatakan perlu adanya revisi terhadap Perda tersebut
 agar bisa diimplementasikan.
 c. Besarnya Alokasi Sumber Daya Finansial
 Sebuah program atau kebijakan pemerintah yang didukung dengan
 sumber daya financial yang memadai akan lebih mudah untuk diimplementasikan
 dan kemungkinan berhasilnya juga akan tinggi. Hal inilah yang tidak dimiliki
 Pemeritah Daerah dalam mengeimplementasikan Perda Kota Tanjungpinang No 8
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 Tahun 2005 tersebut secara keseluruhan. Pemerintah Daerah memiliki dana yang
 terbatas untuk mengimplemntasikan Perda tersebut, sehingga implmentasi Perda
 tersebut dilakukan secara bertahap pertahun anggaran.
 d. Keterpautan dan Dukungan Antar Berbagai Institusi Pelaksana
 Dalam hal ini koordinasi yang menjadi kata kunci. Koordinasi dalam
 mengimplementasikan Perda Kota Tanjungpinang No 8 Tahun 2005 tersebut
 dapat dikatakan telah berjalan dengan baik, hal ini terlihat adanya koordinasi yang
 dilakukan secara rutin antara Dinas dengan Kelurahan, yang kemudian diteruskan
 lagi oleh kelurahan kepada RT / RW. Sehingga dengan demikian walaupun
 memiliki kelemahan dari sisi finansial dapat ditutupi dengan adanya koordinasi
 yang lancar dan baik.
 Untuk koordinasi antara Dinas dan Kelurahan dilakukan melalui rapat
 koordinasi per triwulan (3 bulan sekali) dengan cara pihak dinas mengundang
 seluruh lurah yang ada di Kota Tanjunpinang. Sementar itu, untuk koordinasi
 dengan RT dan RW dilakukan oleh lurah melalui rapat rutin 1 bulan sekali.
 e. Kejelasan dan Konsistensi Aturan Yang Ada Pada Badan Pelaksana
 Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa Perda merupakan
 Kebijakan dalam Kategori Makro, sehingga untuk mengimplementasikannya
 secara efektif perlu kebijakan yang bersifat Messo yang berbentuk Perwako dan
 Kebijakan yang bersifat mikro yang berbentuk Keputusan Kepala Dinas sebagi
 aturan pelaksana. Agar kebijakan tersebut mudah diterjemahkan dan
 diimplementasikan. Namun dalam hal ini Perda Kota Tajungpinang No 8 Tahun
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 2005 tersebut tidak didukung oleh Perwako dan Keputusan Kepala Dinas sebagai
 institusi pelaksana.
 f. Tingkat Komitmen Aparat Terhadap Tujuan Kebijakan
 Menurut pengamatan dan analisa penulis, tingkat komitmen aparat dalam
 mewujudkan tujuan dari Perda Kota Tanjungpinang No 8 Tahun 2005, sudah
 lumayan tinggi. Hal ini terlihat dari keseriusan mereka melaksanakan aturan dan
 menterjemahkan perda ke dalam bentuk program-program pencapaian. Selain itu,
 walaupun memiliki sumber pendanaan yang terbatas untuk mengimplementasikan
 perda secara keseluruhan, aparat pelaksana tidak hanya tinggal diam, hal ini
 disiasati dengan membuat program secara bertahap dalam bentuk program kerja
 tahunan. Aparat pelaksana juga tidak menjadikan keterbatasan dana sebagai
 alasan untuk tidak mengimplementasikan perda, mereka tetap saja secara
 konsisten melakukan apa yang dapat mereka lakukan dengan keterbatasan
 tersebut, contoh nyatanya adalah dinas tetap konsisten melaksanakan rapat
 koordinasi dengan lurah secara rutin 3 bulan sekali dan lurah juga tetap konsisten
 melaksanakan rapat koordinasi dengan RT dan RW rutin satu kali dalam satu
 bulan.
 Untuk materi yang mengatur mengenai sanksi, ini sama sekali belum
 pernah diterapkan. Namun ini bukanlah karena tingkat komitmen aparat yang
 rendah melainkan disebabkan karena tidak logisnya sanksi denda yang diterapkan
 dan tidak adanya aturan pelaksana yang menjelaskan tata cara pemberian sanksi
 denda sehingga sulit untuk diimplemntasikan di lapangan.
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 g. Akses Kelompok Luar Untuk Berpartisipasi Dalam Implementasi
 Kebijakan
 Di dalam Perda Kota Tanjungpinang No 8 Tahun 2005 tersebut,
 masyarakat juga diberikan peranan dalam penyelenggaraan kebersihan
 lingkungan. Dengan demikian kewajiban untuk menyelenggarakan kebersihan
 lingkungan tidak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah daerah saja, namun
 juga menjadi kewajiban masyarakat.
 Masyarakat dilibatkan secara aktif dalam kegiatan gotong royong
 kebersihan lingkkungan yang dikoordinasikan oleh lurah melalui RT / RW dan
 kemudian diteruskan oleh RT dan RW kepada masyarakat. Namun yang menjadi
 kendala adalah bagaimana meningkatkan antusias dan partisipasi masyarakat
 dalam mewujudkan kebersihan lingkungan. Karena menurut pengamatan penulis
 masih banyak masyarakat yang bersikap apatis terhadap kebersihan lingkungan.
 3. Lingkungan Kebijakan
 1) Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat dan Tingkat Kemajuan
 Teknologi
 Salah satu penyebab terjadinya masalah kebersihan yang diakibatkan oleh
 sampah di wilayah pesisir Kelurahan Kampung Bugis tersebut adalah karena
 sikap apatis masyarakat terhadap kebersihan lingkungan dan terhadap perda yang
 mengatur masalah tersebut. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan
 RT dan RW yang ada di Kelurahan Kampung Bugis. Menurut keterangan mereka
 sebagian besar masyarakat mengetahui tentang adanya Perda tersebut namun
 hanya sebagian kecil yang sadar akan kewajibannnya dalam menjaga kebersihan
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 lingkungan, sebagian besar dari masyarakat lebih bersikap apatis terhadap
 kewajiban mereka dalam menjaga kebersihan lingkungan.
 Kemajuan teknologi informasi di Kelurahan Kampung Bugis tidak
 tertinggal dan cenderung sama dengan daerah-daerah lainnya di Kota
 Tanjungpinang. Namun pemerintah daerah tidak pernah memanfaatkan kemajuan
 teknologi tersebut untuk mensosialisasikan dan mengimplementasikan Perda
 tersebut degan menggunakan media teknologi informasi, seperti dengan
 menggunakan media internet maupun saluran televisi local. Sosialisasi dan
 implementasi masih dilakukan secara tradisional dengan cara mengadakan
 sosialiasi secara langsung melalui rapat koordinasi dinas dengan kelurahan yang
 dilakukan rutin 3 bulan sekali dan rapat koordinasi lurah dengan RT dan RW yang
 dilakukan rutin satu bulan sekali yang dilaksanakan pada minggu pertama awal
 bulan. Untuk rapat koordinasi di kelurahan, tidak hanya pihak RT dan RW saja
 yang dilibatkan, LPM, Organisasi kepemudaan, dan PKK juga dilibatkan.
 2) Dukungan Publik Terhadap Kebijakan
 Kebijakan yang bersifat pemberian insentif seperti pemeberian bantuan
 biasanya lebih mudah mendapat dukungan publik. Sebaliknya kebijakan yang
 bersifat dis-insentif seperti kenikan tarif dasar listrik dan kenaikan harga BBM
 biasanya cenderung mendapat penolokan dari publik.
 Perda Kota Tanjungpinang no 8 Tahun 2005 bukan merupakan Perda
 yang bersifat insentif maupun dis-insentif. Perda tersebut hanya bersifat mengatur.
 Respon publik atau masyarakat pun terhadap perda tersebut tidaklah mendukung
 atau menolak, melainkan lebih kepada sikap apatis atau tidak terlalu
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 memperdulikan. Hal ini lah yang menjadi salah satu hambatan dalam mewujudkan
 kebersihan lingkungan, khususnya di Kelurahan Kampung Bugis.
 3) Sikap Dari Kelompok Pemilih (masyarakat)
 Kelompok pemilih yang ada di dalam masyarakat, dapat
 mempengaruhi implementasi kebijakan melalui dua cara. Pertama dengan cara
 melakukan intervensi terhadap keputusan yang dibuat badan pelaksana. Kedua,
 dengan cara mengkritik kinerja badan pelaksana. Dalam hal implementasi Perda
 Kota Tanjungpinang No 8 Tahun 2005 ini yang terjadi adalah kelompok pemillih
 melakukan intervensi terhadap keputusan yang dibuat badan pelaksana. Dimana
 dalam implementasi perda no 8 tahun 2005 masyarakat melakukan protes
 terhadap biaya retribusi sebesar Rp. 130.000,- karena dianggap terlalu mahal
 sehingga dalam implementasinya yang dipungut hanya Rp. 60.000,-.
 4) Tingkat Komitmen dan Ketereampilan Dari Aparat Dan
 Implementor
 Pada akhirnya tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat
 implementor merupakan variabel paling penting dalam implementasi kebijakan.
 Tingkat komitmen dan keterampilan aparat implementor dalam
 mengimplentasikan Perda sudah cukup memadai. Hal ini terlihat dari bagaimana
 mereka menterjemahkan isi perda menjadi program kerja nyata. Walaupun
 memiliki kendala pendanaan para aparat pelaksana tidak menjadikannya alasan
 untuk tidak bertindak, mereka justru menyiasatinya dengan membuat program
 kerja bertahap setiap tahun dengan target-target tertentu yang akan dicapai tiap
 tahunnya. Selain itu para aparat pelaksana juga tetap komitmen untuk
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 menjalankan program yang telah dibuat, salah satunya adalah tetap menjalankan
 rapat koordinasi dinas dengan lurah yang rutin dilakukan 3 bulan sekali, dan rapat
 koordinasi antara lurah dengan RT dan RW yang dilakukan rutin 1 bulan sekali.
 Jika didukung dengan sumber daya finansial yang memadai dan partisipasi
 masyarakat yang lebih aktif, maka tujuan perda tersebut yaitu untuk mencipatakan
 kebersihan lingkungan pasti dapat cepat dicapai.
 I. Kesimpulan dan Saran
 1. Kesipulan
 Dari pembahasan pada bab sebelumnya, maka dalam penelitian ini dapat
 ditarik kesimpulan sebagai berikut :
 1. Implementasi Perda Kota Tanjungpinang No 8 Tahun 2005 Tentang
 Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan Lingkungan khususnya Bab III
 mengenai kebersihan, terdapat Pasal-pasal yang sudah diimplemntasikan
 dengan baik. Namun ada juga pasal-pasal yang belum terimplemntasi
 secara optimal, serta ada juga pasal yang belum bisa dimplemantasikan.
 Paasal-pasal yang belum terimplemntasikaan secara optimal dan belum
 bisa diimplementasikan itu antara lain adalah :
 1) Belum dilakukannya kegiatan pewadahan dan atau pemilahan sampah.
 2) Belum dilakukannya penyapuan dan pengumpulan sampah.
 3) Belum diaturnya secara jelas tentang pengumpulan sampah rumah
 tangga dan biaya retribusinya.
 4) Belum memadainya lokasi dan wadah sampah yang disediakan oleh
 instansi pengelola pasar.
 5) Kapal-kapal penumpang maupun barang memang sudah menyediakan
 wadah sampah untuk menampung sampah yang dihasilkan, namun

Page 42
                        

42
 tidak membuang sampah yang terkumpul tersebut ke TPS melainkan
 langsung membuangnya ke laut.
 6) Belum diterapkannya sanksi bagi orang atau badan yang membuang
 sampah sembarangan
 2. Belum optimalnya implmentasi Perda Kota Tanjungpinang No 8 Tahun
 2005 Tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan Lingkungan
 khususnya Bab III mengenai kebersihan tersebut dipengaruhi oleh
 beberapa faktor, yaitu :
 1) Karakteristik Masalah Kebijakan, yaitu berupa :
 a. Kesulitan teknis masalah kebijakan,
 b. Kemajemukan kelompok sasaran kebijakan,
 c. Proporsi kelompok sasaran,
 d. Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan.
 2) Karakteristik Kebijakan, yang mencakup :
 a. Kejelasan isi kebijakan,
 b. Dukungan teoritis terhadap kebijakan,
 c. Alokasi sumber daya finansial,
 d. keterpautan dan dukungan dari berbagai institusi pelaksana
 (koordinasi),
 e. kejelasan dan konsistensi isi kebijakan pada badan pelaksana,
 f. Komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan,
 g. Akses kelompok luar (masyarakat) untukk berpartisipasi dalam
 implementasi Perda.
 3) Lingkungan Kebijakan, yang mencakup :
 a. Kondisi sosial ekonomi masayarakat dan perkembangan teknologi,
 b. Dukungan publik (masyarakat),
 c. Sikap kelompok pemilih dalam masyaraat,
 d. Tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat pelaksana.
 95
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 2. Saran
 Berdsarkan hasil penelitian, maka ada beberapa hal yang dapat penulis
 sarankan. Yaitu :
 1. Dalam mengimplementasikan Perda Kota Tanjungpinang Nomor 8 Tahun
 2005 tersebut, pemerintah daerah hendaknya memperhatikan faktor
 karakteristik masalah, karakteristik kebijakan, dan lingkungan kebijakan.
 2. Pemerintah daerah hendaknya segera meminimalisasi faktor-faktor yang
 menghambat implementasi Perda Kota Tanjungpinang Nomor 8 Tahun
 2005 tersebut dan mencari solusi untuk mengatasi faktor-faktor
 penghambat tersebut
 3. Pemerintah daerah hendaknya lebih tegas dalam menindak setiap orang
 atau badan yang melanggar aturan sebagaimana yang telah ditetapkan di
 dalam perda tersebut.
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